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Abstrak 
 
 
Dalam pengadaan helicopter type Mi-2 versi VIP cabin tersebut dicurigai adanya 
tindakan mark up dan penyelewengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang 
dilakukan oleh gubernur karena ditemukannya tindakan serupa dalam pengadaan genset 
dan uang pendidikan propinsi Aceh. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian 
terhadap gubernur Abdullah Puteh dalam pengadaan barang dan jasa tersebut untuk 
menemukan apakah terjadi kecurangan dalam proses pengadaan helicopter tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan oeh penulis untuk mengumpulkan data adalah 
dengan mencari data sekunder melalui buku-buku dan literatur lainnya (internet) serta 
melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari KPK dan Pengadilan Negeri, serta 
wawancara terhadap anggota atau karyawan KPK yang mengerti mengenai kasus 
tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dari pembelian 
tersebut, Abdullah Puteh menyalahi aturan mengenai prosedur pembelian barang dan 
jasa pemerintah daerah dan penyelewengan otorisasi jabatan. Sehingga, dia mendapat 
keuntungan sebanyak lebih dari satu-juta dolar yang masuk dalam kantong pribadinya 
melalui rekening pribadinya di Bukopin. Hal ini tentu merugikan keuangan negara dan 
Abdullah Puteh pun dijerat dakwaan primair undang –undang korupsi yaitu pasal 2 dan 
3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 
Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh adalah memperbaiki 
sistem prosedur mengenai pengadaan barang dan jasa dan juga melakukan audit 
terhadap dokumen – dokumen yang telah dibuat. Ini berguna untuk mencegah tindakan 
penyelewengan yang mungkin terjadi saat proses pengadaan barang dan jasa serta 
dokumen – dokumen ganda yang menyebabkan terjadinya tindakan criminal (korupsi) 
dalam tubuh pemerintah daerah tersebut. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Abdullah Puteh, Korupsi, Pembelian Helicopter type Mi-2, Undang – 
Undang Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Aceh, 
Nangroe Aceh Darussalam, Investigasi. 
